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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam latar belakang penelitian terdapat dua alasan yang mendasari penelitian 

ini, yaitu alasan teoritik dan alasan empirik. Alasan yang pertama yaitu alasan 

Teoritik yang mendasari dan melandasi penelitian ini untuk dilakukan. Alasan 

teoritik merupakan hasil atau temuan-temuan dari penelitian sejenis yang 

sebelumnya pernah dilakukan. Diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

resmi sah  tanggal 15 Januari 2014. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan 

peraturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan political will dari 

pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan kearah yang 

lebih baik dan ditujukan untuk pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan serta 

keberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

tersebut, memberikan perubahan penting secara signifikan dan positif dalam hal 

tata kelola pemerintahan desa. 

Menurut Bernandus Oktavianus menyebutkan bahwa pemerintahan desa 

termasuk ke dalam pemerintahan yang berwenang dan memiliki fungsi otonom. 

Berdasarkan jenis dan fungsi otonom tersebut pemerintah desa mempunyai 
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wewenang terhadap urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu wewenang itu 

adalah merumuskan dalam perencanaan untuk kepentingan dan kesejahteraan bagi 

masyarakat desa. Tetapi jika melalu pemerintah desa saja tidak akan cukup dalam 

mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta tidak dapat 

menjalankan tugas dan fungsi nya sendiri tanpa adanya partisipasi yang besar dari 

masyarakat.1 Kebijakan dalam tata dan pengelolaan desa yang dimuat dalam UU 

desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan pemerintah yang mampu dalam 

membawa sebuah harapan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

pada masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah 

pengalokasian dana anggaran yang besar kepada desa dalam meningkatkan 

pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, serta pelayanan yang lebih optimal 

kepada masyarakat desa. Selain itu adanya pemberian penghasilan tetap beserta 

tunjangannya kepada kepala desa beserta perangkat desa lainnya yang diharapkan 

dapat meningkatkan pelayanan publik secara optimal kepada seluruh masyarakat 

desa. 

Kedua, Desa merupakan salah satu organisasi pemerintah yang berada dalam 

ujung tombak dalam mencapai sebuah keberhasilan urusan pemerintahan yang 

berasal dari mandat pemerintahan pusat. Hal tersebut karena desa lebih dekat 

dengan masyarakat dan mengerti mengenai keadaan dilingkungan masing-masing 

sehingga program pemerintah pusat akan lebih efektif dan cepat disampaikan 

kepada masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut Desa mempunyai sebuah oeran 

                                                           
1 Bernandus Oktavianus, “Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam 

Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai 

Kartanegara”, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 

Mulawarman , Volume 2, Nomor 1: 2014, hlm, 2060 
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dalam mengurus dan mengatur sesuai dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa 

yang dalam salah satu pasalnya disebutkan dan dijelaskan bahwa desa memiliki 

kewenangan sendiri dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, 

pembinaan masyarakat serta pemberdayaan. Salah satu bentuk kepedulian 

pemerintah terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah 

dengan adanya anggaran pembangunan yang ditujukan secara khusus dan 

dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa (APBDesa) dalam 

bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk dalam kelompok transfer 

pendapatan desa. Desa dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kewajibannya 

dalam pengelolaan kemampuan potensi yang dimiliki diharuskan untuk dilakukan 

melalui keterbukaan atau transparansi agar memiliki akuntabilitas dan sisi 

pertanggungjawaban yang tinggi. Akuntabilitas juga merupakan upaya pemerintah 

dalam menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih positif 

dan didasari oleh asas good governance serta membawa suatu harapan yang dapat 

meningkatkan kualitas kinerja dari pemerintah agar menjadi pemerintahan yang 

berlandaskan sisi transparansi dan berkiblat untuk tujuan kepentingan bersama 

masyarakat desa. 

Sumber pendapatan desa, selain Alokasi Dana Desa juga terdapat dari 

Pendapatan Asli Desa, Transfer, serta Pendapatan lain-lain. Dimana dalam 

kelompok transfer dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu terdiri dari Alokasi 

Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), yang berasal dari bagian hasil pajak daerah 

Kabupaten/Kota dan retribusi daerah serta bantuan keuangan dan kabupaten. 

Sebelum adanya Dana Desa, Alokasi Dana Desa menjadi sangat penting dalam 
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pembangunan pedesaan, dengan kata lain desa telah didukung penuh dan 

diharapkan menjadi mandiri dan sejahtera dengan diiringi partisipasi aktif 

masyarakat dan gotong royong dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pemberdayaan. 

Ketiga, Kabupaten Kudus merupakan kabupaten yang telah melaksanakan 

program pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dan peraturan secara berkala yang 

diperbarui guna menyesuaikan tuntutan perkembangan desa dan pembagian 

Alokasi Dana Desa. Sebagaimana Peraturan Bupati No. 15/2017 tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Kudus 

berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi dasar yaitu alokasi 

minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, sedangkan alokasi 

formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah 

serta tingkat kesulitan geografis yang bersumber dari  kementerian yang 

mempunyai wewenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam bidang statistik.2 Dengan adanya pemberiaan Alokasi Dana 

Desa akan memperlihatkan peranan partisipasi dari Pemerintah Pusat dalam 

keikutsertaan pembangunan Desa.  Meskipun didalam Otonomi Daerah telah 

disebutkan bahwa pemerintah telah diarahkan dalam memberikan kewenangan 

pada daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, bukan berarti 

Pemerintah Pusat akan lepas tangan dan membiarkan tanpa melakukan 

pengawasan. 

                                                           
2Kabupaten Kudus,  Peraturan Bupati No. 15 tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2017 , Bab III, Pasal 5 ayat (2)(3) 
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Sedangkan untuk alasan Empirik yaitu suatu penelitian yang berfokus meneliti 

suatu fenomena atau keadaan dari obyek penelitian secara detail dengan 

menghimpun kenyataan-kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep 

yang ada3 Oleh karena itu alasan empirik merupakan kondisi nyata yang terjadi 

dilapangan yang didapat melalui pengamatan dan pengalaman, diantaranya 

sebagai berikut: 

Pertama, Kecamatan Mejobo yang berada di daerah dataran rendah dengan 

ibukota kecamatan berada di atas permukaan laut pada ketinggian 9 meter. Jarak 

ibukota Kecamatan ke Pusat Kabupaten Kudus yaitu 5 km. Mayoritas menerjuni 

pekerjaan dibidang pertanian. Sebagian wilayah Kecamatan Mwjobo merupakan 

lahan potensial jika dikelola sedemikan rupa dan baik melalu intensifikasi maupun 

ekstensifikasi pertanian. Kecamatan Mejobo terbagi menjadi 11 desa yaitu Desa 

Jepang, Desa Kesambi, Desa Temulus, Desa Mejobo, Desa Kirig, Desa Gulang, 

Desa Golantepus, Desa Desa Payaman, Desa Tenggeles, Desa Hadiwarno dan 

Desa Jojo. 

 Besaran Alokasi Dana Desa yang di alokasikan pada setiap desa di 

Kecamatan Mejobo pada tahun 2017 sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
3 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada) 
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Tabel 1.1 

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Mejobo Tahun 2017 

Desa Jumlah Alokasi Dana Desa 

(Rp) 

Jepang 1.039.365.600,00 

Kesambi 934.066.100,00 

Temulus 916.559.500,00 

Mejobo 907.877.700,00 

Kirig 904.030.300,00 

Gulang 895.823.500,00 

Golantepus 849.810.600,00 

Payaman 844.424.900,00 

Tenggeles 838.841.300,00 

Hadiwarno 811.671.400,00 

Jojo 782.187.500,00 

Jumlah (Total) 9.724.658.400,00 

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus 

Berdasarkan Tabel 1.1 Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan Alokasi 

Dana Desa di Desa Temulus sebesar Rp916.559.500,00 dan menempati posisi 

ketiga sebagai penerima ADD terbesar di Kecamatan Mejobo. Besaran dana yang 

diterima dan disalurkan ke pemerintah desa disesuaikan berdasarkan asas merata dan 

adil. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dan transparansi dalam 

menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) guna melakukan pengelolaan dana 

tersebut dengan baik dan meningkatkan pembangunan fisik maupun 

pemberdayaan demi kesejahteraan masyarakat desa.  
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Selain itu, jumlah Alokasi Dana Desa yang didistribusikan pada Desa 

Temulus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Adapun jumlah 

anggaran ADD untuk Desa Temulus yaitu: 

Tabel 1.2 

Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) Temulus 

Tahun ADD Murni 

(Rp) 

Tambahan 

(Rp) 

Total ADD 

(Rp) 

2015 810.094.300 - 810.094.300 

2016 867.970.200 3.635.400 871.605.600 

2017 863.255.200 53.304.300 916.559.500 

Sumber: Pemerintah Desa Temulus 

Berdasarkan Tabel 1.2 pemerintah memberikan Alokasi Dana Desa pada 

tahun 2015 yaitu hanya sebesar Rp810.094.300 sedangkan tahun 2016 yaitu 

sebesar Rp871.605.600, hal ini mengalami peningkatan jumlah ADD  serta 

ditambah dengan adanya peningkatan yang lebih besar pada tahun 2017 dengan 

jumlah total ADD sebesar Rp916.559.500. Dengan adanya peningkatan dalam 

jumlah anggaran ADD yang diberikan tersebut diharapkan dapat dikelola dengan 

baik dan secara transparansi demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan 

Desa Temulus. 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Mejobo dengan memfokuskan Desa 

Temulus. Mata pencaharian masyarakat Desa Temulus yaitu mayoritas sebagai 

buruh industri pabrik dan buruh tani serta pendidikan mayoritas warga yaitu 

pendidikan tamat SD. Desa Temulus merupakan salah satu Desa di Kecamatan 
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Mejobo dengan ketinggian rata-rata 14 meter dari permukaan laut dan merupakan 

Desa paling selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Pati. Dengan dataran yang 

sangat rendah dan merupakan tempat bermuaranya air dari Gunung Muria dan 

dilaluinya Sungai Juana sehingga dimusim penghujan sering terjadi banjir dan 

hampir 85% rumah penduduk tergenang air. Desa Temulus yang berada di dataran 

rendah ini membuat kondisi perekonomian masyarakat tidak berjalan saat banjir 

melanda, oleh karena itu diperlukan program alternatif masyarakat saat banjir 

melalui penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).  

Kedua, Pemilihan objek dalam penelitian dilakukan di Desa Temulus 

Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus didasarkan pada kurangnya potensi 

sumberdaya alam, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, 

keterbatasan sarana dan prasarana, dan mengalami konflik sosial bencana alam 

yang meliputi kekeringan dan banjir sehingga dapat menyebabkan terganggunya 

kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi, selain itu pemilihan objek Desa 

Temulus juga di dasarkan pada wujud nyata Desa Temulus dalam meningkatkan 

pelayanan dan partisipasi masyarakat adalah dengan cara mengoptimalkan 

Alokasi Dana Desa (ADD) dan digunakan untuk mendukung fungsi otonom 

dalam menjalankan urusan rumah tangganya. Sejak digulirkannya Alokasi Dana 

Desa (ADD) di Desa Temulus yang utama dari kegiatan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa yaitu pembangunan jalan, pembangunan talut jembatan, plengsengan, 

saluran air dan pembuatan kandang ternak untuk warga. Berdasarkan pernyataan 

tersebut maka penyelenggaraan urusan pemerintah desa membutuhkan suatu 

pertanggungjawaban maupun suatu akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana 
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Desa (ADD) yang dimasukkan ke dalam APBDes. Pemerintahan yang baik akan 

selalu memerhatikan aspek maupun perinsip dalam akuntabilitas sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dalam otonomi desa. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyelenggaraan pemerintah Desa dalam pengelolaan 

Alokasi Dana Desa di Desa Temulus? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai Akuntabilitas Pemerintah 

Desa Temulus dalam Alokasi Dana Desa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis penyelenggaraan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dalam aspek perencanaan di Desa Temulus.. 

2. Menganalisis persepsi masyarakat mengenai akuntabilitas pemerintah 

desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang dapat diharapkan dengan adanya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap 

kajian politik pedesaan dalam kaitannya dengan akuntabilitas 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bahan penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi  dalam 

pemikiran terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintahan 

sehingga dapat memberikan andil besar terhadap kehidupan 

masyarakat desa. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi terhadap pengelolaan ADD 

serta agar masyarakat peduli terhadap program kegiatan yang 

dilaksanakan pemerintah demi tercapainya pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat. 
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1.5 Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka dalam proses penelitian merupakan salah satu tahapan yang 

penting untuk diperhatikan oleh para peneliti. Burk Johnson & Larry Christensen 

dalam bukunya Educational Research (2004 : 18) mengupkapkan bahwa “theory 

is an explanation oran explanatory system that discusses how a phenomenon 

operates and why it operates a it does”4. Teori merupakan sebuah penjelasan atau 

sesuatu yang menjelaskan tentang sebuah sistem yang mendiskusikan bagaimana 

sebuah fenomena beroperasi dan mengapa fenomena itu terjadinya seperti itu. 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam Penelitian terdahulu ini yang menjadi acuan bagi peneliti 

dalam memperkaya teori sebagai pendukung dalam penelitian ini. Dari 

penelitian terdahulu, peneiti tidak menemukan judul yang sama dengan 

penelitian yang akan ditelito sekarang, namun peneliti menemukan 

beberapa penelitian terdahulu dengan jenis dan garis besar penelitian yang 

sama. Penelitian terdahulu yang ditemukan dalam berbagai sumber 

sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
4 Johnson, Burke & Larry Christensen (2004). Educational Research Quantitative, 

Qualitative, and Mixed Approaches Second Edition. Boston: Pearson Education, Inc. 
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Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Kadek Sutrawati 

(2016) 

 

 

 

Peran Perangkat Desa 

Dalam Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

(Studi Pada Desa Pudaria 

Jaya Kecamatan 

Moramo) 

 

Peran perangkat desa 

berdasarkan dengan hasil 

responden yang berjumlah 19 

responden dengan nilai 

persentase sebesar 80,11% dapat 

dikatan sudah sesuai dan 

berperan dalam akuntabilitas 

ADD sesuai dengan 

Permendagri No.113 Tahun 

2014, dapat dibuktikan dengan 

adanya perencanaa, pelaksanaan, 

penatausahaan dan 

pertanggungjawaban yang telah 

dilakukan. 

2 Sri Lestari 

(2016) 

 

Analisis Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) (Studi 

Kasus Di Wilayah 

Kecamatan Banyudono) 

Dalam penelitian tersebut, 

dijelaskan mengenai 

akuntabilitas ADD dalam 15 

desa, dilihat dari sisi 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban. Dalam sisi 

tersebut, pemerintah desa sudah 

menerapkan sisi transparansi dan 

akuntabilitas. Terbukti dengan 

antusiasme masyarakat dalam 

mengikuti musyawarah desa 

yang diselenggarakan oleh Desa. 
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Hanya saja terdapat kelemahan 

yaitu jam kerja pelayanan 

pemerintah desa yang kurang 

efektif dan efisien. 

3 Arifiyanto 

(2014) 

 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

Di Kecamatan Umbulsari 

Kabupaten Jember Tahun 

2012. 

 

Dalam penelitian tersebut, 

dilakukan pada 10 Desa di 

Kecamatan Umbulsari. 

Pemerintah desa menerapkan 

sistem responsif dan partisipatif 

di dalam pembangunan. Jadi 

masyarakat ikut terlibat secara 

penuh dalam pembangunan yang 

dilaksanakan. Selain itu dari 

perencanaan hingga tahap 

pertanggungjawaban sudah 

berjalan dengan lancar. 

4 Puteri 

Ainurrohma 

Romantis (2015) 

 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Di 

Kecamatan Panarukan 

Kabupaten Situbondo 

Tahun 2014. 

 

Tahap perencanaan dalam ADD 

penelotian tersebut dilaksanakan 

pada 8 Desa dengan hasil bahwa 

dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pemerintah Desa 

telah menerapkan sistem 

transparansi dengan adanya 

papan informasi tentang 

kegiatan dan jumlah dana yang 

digunakan. Selain itu dalam 

pertanggungjawaban sudah 

cukup baik, hanya saja 

dibutuhkan bimbingan dan 

sosialisasi dari pemerintah 
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Kabupaten agar menambah 

keterampilan SDM di Desa-Desa 

5 Agus Subroto 

(2009) 

 

 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

(Studi Kasus Pengelolaan 

Dana Desa Di Desa-Desa 

Dalam Wilayah 

Kecamatan Tlogomulya 

Kabupaten Temanggung 

Tahun 2008. 

 

Dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pada penelitian 

tersebut sudah menerapkan sisi 

akuntabel dan keterbukaan 

dalam penyampaian informasi 

ADD, namun masih dibutuhkan 

bimbingan dan sosialisasi agar 

perangkat Desa makin 

menguasai bagaimana cara 

melakukan laporan 

pertanggungjawaban dengan 

baik. 

6 Arista 

Widayanti 

(2017) 

Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

(Studi Pada Desa 

Sumberejo Dan Desa 

Kandung Di Kecamatan 

Winongan Kabupaten 

Pasuruan). 

 

Pada dasarnya dalam 

pengelolaan akuntabilitas di 

Desa Sumberejo dan Desa 

Kandung sesuai dengan 

perundangan. Desa Sumberejo 

dalam melakukan pelaporan 

sudah tepat waktu dan sesuai, 

hanya saja di Desa Kandung, 

pembuatan pelaporan tidak 

dilakukan oleh Bendahara Desa, 

melainkan dilakukan oleh 

Kepala Desa sehingga kurang 

akuntabel. Sedangkan untuk 

transparansi Desa Sumberejo 

sudah bagus dengan diadakan 

evaluasi rutin, tetapi untuk Desa 
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Kandung masih kurag 

transparansi terbukti dengan 

antusiasme dan partisipasi 

masyarakat yang dinilai kurang, 

dan besaran dana yang hanya 

diketahui oleh satu pihak saja. 

7 Muslimin 

(2012) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Di Desa 

Punagaya Kecamatan 

Bangkala Kabupaten 

Janeponto. 

 

Perencanaan ADD di Desa 

Punagaya sudah menerapkan 

pengelolaan yang akuntabel, 

responsif dan partisipatif, 

dengan banyaknya antusiasme 

masyarakat. Selain itu, dalam 

tahapan pertanggungjawaban 

sudah sesuai baik dalam 

pertanggungjawaban fisik 

maupun adminsitratif. 

Pertanggungjawaban fisik dapat 

dilihat dari banyaknya 

pembangunan yang dilakukan 

demi kesejahteraan masyarakat, 

sedangkan dalam administratif 

keuangan kurang berjalan 

dengan efektif dan masih 

diperlukan bimbingan dari 

Pemerintah Daerah agar semakin 

lancar dalam membuat laporan 

keuangan pengelolaan ADD. 

 

8 Masiyah Kholmi 

(2016) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Proses pengelolaan ADD dalam 

perencanaan dan pelaksanaan 
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Dana Desa : Studo Di 

Desa Kedungbetik 

Kecamatan Kesamben 

Kabupaten Jombang. 

sudah sesuai dengan asas 

akuntabilitas dan responsif 

terbukti diadakannya forum 

musyawarah desa untuk 

mengetahui keluhan, saran dan 

kritik dari masyarakat Desa dan 

sudah sesuai dengan Peraturan 

Bupati setempat dan UU No 6 

Tahun 2014. Mengatasi 

perangkat desa dalam 

mengimplementasikan program 

ADD, maka perlu adanya latihan 

pengelolaan dari Tim 

Pendamping kepada Tim 

Pelaksana Kegiatan 

penyelenggaraan pengelolaan 

ADD.  

9 Irna 

Setiyanningrum 

(2017) 

Pengaruh Akuntabilitas, 

Transparansi, Dan 

Pengawasan Terhadap 

Kinerja Anggaran 

Dengan Konsep Value 

For Money Pada Badan 

Usaha Milik Daerah 

(BUMD) Di Yogakarta. 

 

Adanya akuntabilitas dan 

transparansi membawa pengaruh 

baik salam perencanaan dan 

pelaksanaan terhadap kinerja 

BUMD terhadap konsep Value 

For Money.  Tetapi masih 

ditemukan kurangnya 

pemahaman pegawai dalam 

pengelolaan anggaran yang 

harus melibatkan pemangku 

kepentingan seperti pemodal dan 

pemerintah dalam mengevaluasi 

seperti pemodal dan pemerintah, 

dalam mengevaluasi anggaran 
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dan membandingkan target 

dengan realisasi di lapangan 

serta laporan anggaran yang 

harus dipertanggungjawabkan. 

10 Elgia Astuty 

(2011) 

Akuntabilitas Pemerintah 

Desa Dalam Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Desa 

(Apbdes) (Studi Pada 

Alokasi Dana Desa 

Tahun Anggaran 2011 Di 

Desa Sareng Kecamatan 

Geger Kabupaten 

Madiun). 

  

Perencanaan pengelolaan ADD 

di Desa Sareng sudah 

menerapkan prinsip partisipatif 

dalam masyarakat, terbukti 

dengan adanya Musyawarah 

Desa (MusDes). Sedangkan 

pelaksanaan ADD sudah 

menerapkan prinsip akuntabilitas 

berupa komitmen, sistem aturan, 

tujuan sasaran, visi misi, hasil 

sasaran dan transparansi. 

Sedangkan untuk pengawasan 

yang dilakukan oleh BPD di 

Desa Sareng sudah cukup baik. 

Terbukti dengan adanya laporan 

SPJ yang dibuat dalam dua 

tahap. 

 

Berdasarkan kajian yang telah diadakan oleh peneliti terdahulu 

sebagaimana ditampilkan, maka dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Kesimpulan yang didapat yaitu: Pertama, 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) memerlukan prinsip akuntabilitas yang 

meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban. 

Kedua, dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas diperlukan partisipasi dari 
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masyarakat agar terlihat jelas transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa. 

Ketiga, penguasaan administrasi diperlukan oleh perangkat desa agar semakin 

terampil dan handal dalam menentukan prioritas Alokasi Dana Desa (ADD). 

Adanya pembaharuan yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang 

bagaimana Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk mendukung 

penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangga bagi masyarakat 

sebagaimana letak geografis desa Temulus yang berada di dataran rendah untuk 

meningkatkan penghasilan lain dari alternatif yang berasal dari Alokasi Dana 

Desa (ADD) serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas 

pemerintah Desa Temulus dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

1.5.2 Akuntabilitas 

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang 

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban 

tersebut.5 

Akuntabilitas adalah sebuah bentuk kewajiban dalam 

mempertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan dalam 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya, melalui sebuah media pertanggungjawaban secara 

periodik. 

                                                           
5 Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI 
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Nasirah juga menyebutkan bahwa akutabilitas adalah instrumen 

untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada 

pelayanan publik untuk masyarakat. Dalam hubungan ini, diperlukan 

evaluasi kinerja yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pencapaian hasil yang dilakukan serta cara yang digunakan untuk 

mencapai hal tersebut. Pengendalian sebagai bagian yang penting pada 

manajemen yang baik yaitu hal yang saling menunjang dalam 

akuntabilitas. Dengan kata lain tidak akan berjalan efektif efisien apabila 

tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan 

sebaliknya.6 

1.5.2.1 Dimensi Akuntabilitas 

Sheilla Elwood pada Mardiasno mengemukakan empat jenis 

akuntabilitas sebagai berikut:7 

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity 

and legality)  

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan 

dalam hukun serta peraturan lain yang disyaratkan dalam 

sebuah organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait 

dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang atau jabatan, 

KKN. Akuntabilitas hukum menjamin tegaknya supremasi 

hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya 

organisasi yang sehat. 

2. Akuntabilitas Proses 

Akuntabilitas yang berkaitan dengan prosedur yang digunakan 

dalam pelaksanaan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis 

akuntabilitas ini diwujudkan melalui pelayanan cepat, 

responsif, dan biaya murah. 

3. Akuntabilitas Program 

                                                           
6 Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). Akuntansi: Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
7Raba,Manggaukang, 2006. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang : UMM 

Press. 
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Akuntabilitas yangterkait pada pertimbangan apakah tujuan 

yang telah ditetapkan berjalan dengan baik, atau apakah 

pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif 

kebijakan yang dapat memberikan hasil maksimal dengan 

biaya minimal. Akuntabilitas program juga berarti bahwa 

program organisasi hendaknya merupakan program yang 

bermutu serta mendukung strategi dalam pemcapaian visi, misi 

dan tujuan organisasi. Lembaga publik diharuskan 

bertanggungjawab atas program yang telah dibuat sampai 

pelaksanaan program kegiatan tersebut. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

Lembaga publik hendaknya mempertanggungjawabkan 

kebijakan yang telah ditetapkan dengan pertimbangan apa 

dampak dimasa depan. Pembuatan kebijakan harus 

mempertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut serta 

mengapa kebijakan tersebut penting untuk dilakukan. Artinya, 

per;u diadakan transparansi atau keterbukaan kebijakan 

sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan dan terlibat 

dalam setiap pengambilan keputusan. 

Dalam pendapat dimensi tentang akuntablitas tersebut 

berhubungan dengan penelitian ini adalah pertanggungjawaban kepala 

desa beserta jajaran aparat perangkat desa dalam mengelola Alokasi Dana 

Desa (ADD) secara efektif efisien, pertanggungjawaban program agar 

dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan, pertanggungjawaban kebijakan 

serta pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar 

digunakan tepat sasaran serta menjalankan dengan sistem transparansi atau 

keterbukaan. 

Dalam penerapan akuntabilitas juga harus diterapkan prinsip 

transparansi. Transparansi atau keterbukaan adalah terbukanya akses bagi 

masyarakat untuk memperoleh informasi baik dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. 

Berdasarkan Lalolo, transparansi merupakan prinsip yang menjamin dalam 
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penggunaan akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan, yaitu informasi kebijakan dan 

proses pembuatan beserta hasil yang telah dicapai.8 

Menurut Kristianten, transpransi akan memberikan suatu dampak 

yang positif dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi akan 

meningkatkan pertanggungjawaban perumus masalah sehingga kontrol 

dari masyarakat pada pemegang otoritas kebijakan akan efektif.9 

1.5.2.2 Asas Akuntabilitas 

Dalam penelitian ini pentingnya akuntabilitas dan transparansi 

memerlukan beberapa prinsip yaitu dengan adanya transparansi informasi 

yang mudah dipahami masyarakat, adanya publikasi tentang rincian 

keuangan Alokasi Dana Desa, adanya laporan berkala tentang pengelolaan 

Alokasi Dana Desa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Temulus. 

Prinsip transparansi akan menciptakan kepercayaan dan hubungan timbal 

balik antara masyarakat dan pemerintah melalui informasi yang akurat dan 

memadai. 

Menurut Soleh untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pada 

pengelolaan keuangan desa memerlukan prinsip yang dijadikan sebagai 

pedoman. Prinsip atau asas yang dimaksud yaitu sebagai berikut:10 

1. Asas Kesatuan 

                                                           
8 Lalolo krina, Loina.2003.Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan 

Partisipasi. Jakarta :Badan Perencanaan PembangunanNasional. 
9 Kristianten.2006.Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta :Rineka Cipta 
10 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah.2014. Pengelolaan Keuangan Desa.Bandung : 

Fokus Media. 
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Yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua 

pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan 

dokumen anggaran desa. 

2. Asas Universalitas 

Yaitu salah satu prinsip yang mengharuskan agar setiap 

transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam 

dokumen anggaran desa. 

3. Asas Akuntabilitas 

Yaitu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran 

dan juga dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau 

pelaksanaan anggaran tersebut. Proses penganggaran yang 

dimaksud adalah proses yang dimulai dari perencanaan, 

penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan yang harus 

benar – benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan 

juga masyarakat. 

4. Asas Transparansi 

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang 

terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang- undangan. 

5. Asas Value For Money 

Yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam 

pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, 

efisien, efektif. Secara ekonomis, maksudnya bahwa 

pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan 

perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan. 

Secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan 

dimaksudkan dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara 

masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara efektif 

maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus 

dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. 

6. Asas Ketertiban dan Ketaatan terhaadap Undang-Undang 

asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan 

keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan 

perundang–undangan yang berlaku 

7. Asas Bertanggungjawab 

asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah 

atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 
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Sehungungan dalam pentingnya pengelolaan keuangan ini. Kaho 

dalam Subroto menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat 

melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup 

dalam memberikan pelayanan, pembangunan, dan keuangan inilah sebagai 

salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan 

daerah dalam urusan rumah tangganya sendiri.11 

Keberhasilan dalam akuntabilitas Alokasi Dana Desa dipengaruhi 

oleh isi dari kebijakan peraturan, namun dalam pelaksanaanya akan 

tergantung oleh bagaimana pemerintah desa dalam melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Bentuk upaya 

dalam mendukung transpransi yaitu dengan cara penyampaian dan 

penbuatan papan informasi mengenai program kegiatan yang dilaksanakan 

sehingga partisipasi masyarakat akan dilibatkan. Selain itu, dengan adanya 

akuntabilitas dan transparansi maka pemerintah desa akan menjalankan 

dengan kepatuhan dalam mengelola Alokasi Dana Desa agar tepat sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

1.5.3 Good Governance 

1.5.3.1 Pengertian Good Governance 

Konsep good governance sebagaimana telah banyak diulas 

sebelumnya merupakan suatu paradigma baru dalam administrasi publik 

                                                           
11 Subroto, A. 2009. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus 

pengelolaan alokasi dana desa di desa – desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten 

Temanggung tahun 2008. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. 

Universitas Diponegoro Semarang 
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terutama untuk negara-negara sedang berkembang seperti halnya di 

Indonesia. Tjokroaminoto menyatakan bahwa dewasa ini sejalan dengan 

kecenderungan globalisasi di berbagai bidang kehidupan terjadi 

pergeseran paradigma atau paradigma shif dari government ke governance. 

Istilah government sebagaimana kita ketahui sebagai pemerintah dan/atau 

pemerintahan.12 

Dalam konsepsi government, kewenangan dan tanggungjawab 

untuk mengurusi negara dan menjalankan kehendak rakyat lebih banyak 

ditujukan kepada lembaga eksekutif/Kepresidenan. Sedangkan dalam 

konsep governance kewenangan dan tanggungjawab untuk mengurusi 

negara dan menjalankan kehendak rakyat tidak melulu dijalankan oleh 

lembaga eksekutif.13 

Good Governance juga diartikan sebagai bentuk kepemerintahan 

yang baik. World Bank mengartikan Good Governance sebagai bentuk 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat dan solid serta 

bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang 

efisien, serta penghindaran salah alokasi dana investasi maupun  prinsip 

pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif dalam 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political 

framework bagi tumbuhnya aktivitas sebuah usaha. 

                                                           
12 Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. Good Governance:Paradigma Baru Manajemen 

Pembangunan, Jakarta 
13 Jubaedah, Edah. 2008. Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan I 

Lembaga Administrasi Negara. 
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 Sementara itu berdasarkan Kooiman (1994) yang mengartikan 

konsep governance sebagai interaksi sosial politik antaraa pemerintah dan 

masyarakat menganalisis bahwa penyelenggaraan kepemerintahan tidak 

terbatas pada pelaku tetapi melibatkan semua pelaku yakni pemerintah, 

swasta, dan masyarakat. Interaksi ketiga pelaku ini menurut Kooiman 

sangat penting mengingat permasalahan yang harus ditangani oleh 

pemerintahan semakin kompleks, dinamis dan beraneka ragam. Karena 

pada hakekatnya governance menurut UNDP (United Nation Development 

Program) memiliki tiga kaki yaitu sebagai berikut:14 

a. Economiuc Governance, yang melipiti proses dalam 

pembuatan keputusan keputusan yang memfasilitasi aktivitas 

ekonomi dalam negeri dan interaksi antara penyelenggara 

ekonomi. 

b. Political Governance, merupakan proses pembuatan keputusan 

ke dalam bentuk formulasi kebijakan. 

c. Administrative Governace, yang mengaju pada sistem 

implementasi kebijakan. 

Jadi Good Governance lebih terfokus pada sektor publik yang 

bersinergis untuk mengelola suatau Negara dengan tata kelola 

pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien dengan menjunjung 

tinggi keinginan atau kehendak rakyat bersama sesuai dengan ketentuan 

                                                           
14 Ibid, hal 24 
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yang berlaku serta menghindari kepentingan pribadi yang akan merugikan 

masyarakat luas. 

1.5.3.2 Karakteristik dan Prinsip Good Governance 

Kunci utama yang penting dalam pemahaman kepemerintahan 

yang baik (good governance)yaitu pemahaman atas prinsip yang terdapat 

di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan kepemerintahan yang baik serta 

bertanggungjawaban baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas 

politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen good governance 

memiliki interaksi yang sepadan. Interaksi maupun kemitraan seperti ini 

biasanya baru dapat berkembang apabila prinsip good governance sudah 

diterapkan dengan baik. 

Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip-

prinsip yang dikembangkan dalam good governance adalah sebagai 

berikut:15 

1. Partisipasi 

Setiap warga Negara berhaak memiliki hak suaraa yang sama 

dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi 

masing-masing. Partisipasi yang luas ini harus dibangun dalam 

tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan 

dalam berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Kepastian Hukum (Rule of Law)  

Kerangka aturan hukum haruslah berkeadilan dan dapat 

ditegakkan serta dipatuhi secara utuh, terutama tentang aturan 

hukum dan hak asasi manusia. 

3. Transparansi  

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran 

informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus 

dapat di akses secara bebas oleh mereka yang 

membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai 

                                                           
15 Ibid, hal 33 
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dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat 

monitoring dan evaluasi. 

4. Tanggung Jawab (Responsiveness) 

Setiapm institusi maupunorganisasi dalam berproses harus 

diarahkan pada upaya melayani berbagai pihak yang 

berkepentingan. 

5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) 

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai mediator 

dalam berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai 

kesepakatan terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, 

jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai 

kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. 

6. Berkeadilan 

Pemerintahan yang baik mampu memberikan kesempatan yang 

sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam 

meningkatkan dan memelihara kualitas kehidupan. 

7. Efektivitas dan Efisiensi 

Setiap proses kegiatan doarahkan untuk menghasilkan sesuatu 

yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang 

sebaik-baiknya dari berbagai sumber. 

8. Akuntabilitas  

Para pengambil keputusan (Decision Maker) dalam organisasi 

sektor pelayanan memiliki akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya 

kepada para pemilik (stakeholder) 

9. Visi Strategis (Strategic Vision) 

Para pemimpin serta warga negara memiliki perspektif yang 

luas dan jangka panjang tentang kepemerintahan yang baik dan 

pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya 

kebutuhan untuk pembangunan tersebuut. 

Menurut Sedarmayanti, jumlah komponen atau prinsip yang 

melandasi tata pemerintah yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke 

institusi lain, dari satu pakar ke pakar ahli lainnya. Namun paling tidak 

harus adaa prinsip yang dianggat sebagai prinsip utama dalam melandasi 

good governance yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.16 

1.5.4 Alokasi Dana Desa (ADD) 

                                                           
16 Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : 

Mandar Maju. 
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa terdapat pasal 18 yang 

menyatakan bahwa ADD adalah salah satu bentuk transfer dana dari 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota.  Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di 

pedesaan melalui dana APBN Kabupaten dan Pemerintah Pusat sebesar 

10% akan tercapai kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di pedesaan. 

Jadi Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota.17 

Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pasal 3 ayat 1 

Permendagri No 37 adalah sebagai berikut:18 

a. Bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten 

b. Bagian dari dana perimbangan (non DAK) yang diterima oleh 

Kabupaten. 

ADD sebagaimana yang dimaksud dari ayat 1 paling sedikit 10% 

dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).19 Secara terperinci, 

pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya 

dengan persentase anggaran:20 

1. Paling sedikit 70% dari umlah anggaran belanja desa 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan 

                                                           
17 Republik Indonesia, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bab IX, Pasal 18 
18 Ibid, pasal 3 ayat (1) 

19 Republik Indonesia, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab VIII, Pasal 

72 ayat (4) 
20Sanusi, D.P dan Djumlani, A. (2014). Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) 

di desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Volume 2 Nomor 3, 2014. 
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Desa, seperti pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang 

digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa 

dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan 

dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif 

rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana 

Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi 

hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang dibagikan 

secara merata dan adil atau proporsional. 

1.5.4.1 Dasar Hukum Alokasi Dana Desa 

Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah memiliki 

wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri 

menuurt asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada 

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  melalui 

peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan.21 

Selanjutnya, agar fungsi pemerintahan daerah dapat dilaksanakan 

secara optimal dan maksimal, perlu diikuti dengan pemberian  sumber 

penerimaaan yang cukup kepada Daerah disamping kemampuan oleh 

Daerah itu sendiri dalam menggali sumber pendapatan yang dapat 

dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomu.22 

                                                           
21 Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2009), Ed. Ke-1, h. 176 
22 Ibid 
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Bagi Republik Indonesia sebagai negaraa kesatuan, istilah 

“Pemerintahan yang di desentralisasikan” merupakan alternatif istilah 

yang mungkin sesuai untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada 

daerah. Hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No 32 

Tahun 2004 yang berbunyi: Urusan pemerintahan yang menjadi urusan 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:23  

a. Politik luar negeri; 

b. Pertahanan; 

c. Keamanan; 

d. Yustisi; 

e. Moneter dan fiskal nasional; dan 

f. agama 

pada Pasal 10 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa tidak semua 

urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Demikian 

pula masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan 

sebagai mana diatur dalam Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang No 32 

Tahun 2004 yaitu: dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Pemerintah dapat: 

a. menyelenggatakan sendiri sebagian uruan pemerintahan; 

b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur; 

                                                           
23 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, pasal 10 ayat (3). 
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c. menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah 

dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan asas tugas 

pembantuan.24 

Dalam kaitannya dengan topik bahasan pelaksanaan penggunaan 

Alokasi Dana Desa (ADD), maka dasar hukum yang berkaitan dengan 

pelaksanaan ADD tersebut diantaranya: 

1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 72 Tahun 2005 

tentang Desa; 

4. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah; 

5. Peraturan Bupati Kudus No 16 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa; 

6. Peraturan Bupati Kudus No 8 Tahun 2016 tentang Alokasi 

Dana Desa. 

1.5.4.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa 

Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 67 ayat (2) tentang Desa 

disebutkan bahwa desa mempunyai kewajiban diantaranya adalah 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan 

pemberdayaan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan 

                                                           
24 Ibid, pasal 10 ayat (5) 
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masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat desa.25 

Selain itu masyarakat desa memiliki bebarapa hak dalam 

partisipasi penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya:26 

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa dan 

pengawasan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan 

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; 

2. Memperoleh pelayanan yang sama serta adil; 

3. Menyampaikan aspirasi, saran serta pendapat lisan maupun 

tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa; 

4. Mendapat pengayoman dan perlindungan dari gangguan 

ketrentaman dan ketertiban di desa. 

 

Dalam mewujudkan tentang apa yang menjadi kewajiban desa serta 

hak masyarakat desa tersebut maka diperlukan ketersediaan dana untuk 

itu. Salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun yang 

dimaksud, tujuan dan sasaran dari ADD di Kabupaten Kudus adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
25Republik Indonesia.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 

ayat (2) point (b),(d) dan (e), h.37 
26 Ibid, h.38 
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1. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD). 

Maksud dari ADD dimaksudkan untuk menciptkan sistem 

perimbangan keuangan yang merata, adil dan proporsional dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan 

pelayanan masyarakat Desa. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan 

dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi 

Dana Desa Kabupaten Kudus pada Bab II Tentang Maksud, Tujuam, 

Sasaran dan Prinsip Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:27 

Pasal 2 

Maksud diberikannya ADD adalah uuntuk menciptakan sistem 

perimbangan keuangan yang merata, adil dan proporsional dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan 

pelayanan masyarakat Desa.  

2. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tujuan diberikannya ADD kepada pemerintah Desa adalah:28 

a. Sebagai sumber penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 

Desa; 

b. Sebagai salah satu sumber untuk mendanai penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa, antara lain: 

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 

                                                           
27 Republik Indonesia, Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Alokasi 

Dana Desa , Bab II, Pasal 2  
28 Ibid. Pasal 3 
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2. Meningkatkan perencanaan serta penganggaran 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 

3. Meningkatkan pembangunan fisik pedesaan; 

4. Meningktkan pengalaman nilai kegamaan, sosial budaya 

dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 

5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 

6. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 

7. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong di 

masyarakat; 

8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa 

melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

3. Sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) 

Sasaran pemberian ADD adalah sebagai berikut:29 

1. meningkatnya kemampuan keuangan Desa dalam rangka 

mendukung pembiayaan pelaksanaan semua urusan yang 

menjadi kewenangannya; 

2. terbangunnya kinerja Pemerintahan Desa yang mampu 

melaksanakan semua urusan yang menjadi kewenangannya 

menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik 

Dengan sasaaran ADD yang dibagikan pada 132 Desa di 8 

Kecamatan se-Kabupaten Kudus. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 

                                                           
29 Op cit pasal 4 
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8 Tahun 2016 pengalokasian ADD kepadda Pemerintah Desa 

mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa bersama 

Perangkat Desa dan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas 

wilayah Desa, serta tingkat kesulitan geografis Desa.30 

Tata Cara penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat dalam 

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Bab IV Pasal 7 dan 8 yaitu:31 

Pasal 7 

(1) Penghitungan besaran penerimaan ADD untuk setiap desa berdasarkan 

asas: 

a. Pemerataan, yaitu besarnya ADD yang sama untuk setiap desa, 

yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimal (ADM); dan 

b. Keadilan, yaitu besarnya ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa 

(BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang 

selanjutnya disebut Alokasi Dana Proporsional (ADP). 

(2) Besarnya perbandingan antara Alokasi Dana Minimal (ADM) dan 

Alokasi Dana Proporsional Dana Minimal sebesar 60% dan Alokasi 

Dana Proporsional (ADP) sebesar 405 dari ADD. 

Pasal 8 

Besarnya Alokasi Dana Proporsional (ADP) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) huruf b ditentukan oleh angka bobot variabel masing-

masing, sebagai berikut:  

 

No VARIABEL ANGKA BOBOT 

1 Jumlah Penduduk (jumlah penduduk per 

desa) 

0,300 

2 Angka Kemiskinan (jumlah rumah 

tangga miskin per Desa) 

0,250 

3 Luas Wilayah (Luas wilayah per Desa) 0,270 

4 Tingkat kesulitan geografis (jarak Desa 

ke ibukota Kabupaten dalam km) 

0,180 

 JUMLAH 1,000 

 

                                                           
30 Republik Indonesia, Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Alokasi 

Dana Desa. bab III. pasal 6 
31 Ibid. Bab IV Pasal 7,8 
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1.5.4.3 Pengelolaan ADD 

Menurut G.R. Terry dalam H. Malayu, pengelolaan adalah proses 

yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanan, pengawasan, dam 

pertanggungjawaban.32 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 

disebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarakan transparansi, 

akuntabilitas dan partisipasi serta dilakukan secara tertib dan disiplin 

anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan 

fasilitasi, pengendalian dan pelaksanaan ADD. Ketentuannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Ditingkat desa dibentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) dengan 

keputusan Kepala Desa 

2. Tim pelaksana terdiri dari bidang pemerintahan dan bidang 

pemberdayaan masyarakat 

3. Tim pelaksana bidang pemerintahan mempunyai tugas 

mengelola dana ADD yang digunakan untuk pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan desa dengan susunan 

keanggotaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tim pelaksana 

bidang pemberdayaan masyarakat desa, mempunyai tugas 

mengelola dana ADD yang digunakan untuk pemberdayaan 

masyarakat. 

                                                           
32 Malayu.2006.Manajemen Administrasi Publik. Jakarta :PT.Rajagrafindo Persada. 
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Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan program kerja pemerintah desa 

2. Menginventarisasi data perkembangan pelaksanaan dan 

penyerapan dana ADD 

3. Membuat laporan kegiatan dan pengelolaan keuangan. 

Berdasarkan penjabaran tersebut, dalam konsep pengelolaan 

Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini yaitu, kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasanserta pertanggungjawaban 

mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) desa Temulus, dengan kepala desa 

sebagai pemegang kekuasaan sekaligus penanggungjawab utama. 

Dalam melaksanakan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, mulai dari 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasaan dan 

pertanggungkawaban. Ppenyusunan rencana kerja dalam pengelolaan 

ADD meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Perencanaan ADD 

1. Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa  

Untuk mengelola ADD, desa mempersiapkan Tim Pelaksana 

Kegiatan, Tim Pengawas dan Tim Evaluasi secara khusu, tim-tim 

tersebut dibutuhkan agar ADD dikelola dengan baik sesuai 

kepentingan masyarakat. 

2. Kepala Desa mengadakan sosialisasi tentang pelaksanaan ADD 

dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan 

keputusan Kepala Desa sesuai kebutuhan peraturan yang berlaku. 
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3. Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail 

tentang penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan. 

4. Kepala Desa bersama dengan LPMD membuat rencana detail 

tentang ADD untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk 

rencana biaya, kelompok yang dituju, kebutuhan material serta 

tenaga dari masyarakat dan lain sesuai dengan kebutuhan yang 

berlaku. Dalam hal ini Tim Pelaksana ADD Desa Temulus 

bersama dengan masyarakat mengidentifikasi masalah yang 

paling dibutuhkan yang selanjutnya akan diimplementasi dalam 

program yang akan didanai oleh ADD 

5.  Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai oleh ADD 

dalam APBDes. 

b. Pelaksanaan ADD 

1. Setelah peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka TPK 

dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan 

program kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD). 

2. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaran 

pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana bidang pemerintahan. 

3. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat 

dikelola oleh Tim Pelaksana bidang Pemberdayaan.  

c. Pengawasan ADD 

1. Pemerintah Provinsi diwajibkan membina dan mengawasi 

pemberian dan penyaluran baik Dana Desa, Alokasi Dana Desa, 
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dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota 

Kepada Desa. 

2. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi 

Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, TPK. 

3. Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/ 

Assistensi. 

d. Pertanggungjawaban ADD 

Pertanggungjawaban ADD terintegarasi dengan pertanggungjawaban 

dalam APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya berada 

dalam pertanggungjawaban APBDes. Pada tahap ini bentuk 

pelaporan atas kegiatan dalam APBDes dibiayai dari ADD 

dibedakan dalam dua indikator, meliputi: 

1. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses 

pengelolaan dan penggunaan ADD yang mencakup: 

a. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana. 

b. Masalah yang dihadapi beserta solusi 

c. Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa atau 

realisasi.  

2. Pelaporan Alokasi Dana Desa meliputi: 

a. Pelaporan Kegiatan 

1. Tim Pelaksana Kegiatan ADD menyampaikan laporan 

kepada Kabupaten setiap 3 bulan. 
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2. Tim Pengendali tingkat Kecamatan menyampaikan 

laporan dari seluruh laporan TPK kepada Tim Fasilitasi 

Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan. 

3. Tim Fasilitas tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan 

dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati. 

b. Pelaporan Keuangan. 

1. Pelaporan keuangan dilaksanakan Kepala Desa dan 

secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa atau 

Kaur Keuangan. 

2. Pelaporan dilaksanakan setiaap tahapan penerimaan ADD 

dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. 

3. Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) 

 

 

 

 

 

 

1.6 Alur Kerangka Berpikir 

Kerangka teoritis adalah kerangka berfikir yang bersifat teoritis atau 

konseptual permasalahan penelitian. Kerangka berfikir tersebut menggambarkan 
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tentang konsep maupun variabel yang akan diteliti. Dapat dilihat berdasarkan 

gambar berikut ini: 

 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam bagan diatas disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat telah membuat 

peraturan desa dalam UU No 6 ahun 2014 dan didalamnya diatur tentang sistem 

desentralisasi untuk desa beserta keuangan desa. Pemerintah Daerah berpedoman 

pada UU No 6 Tahun 2014 untuk menentukan sendiri ketentuan yang tertuang 

pada Peraturan Bupati No 8 Tahun 2016 yang mana didalamnya tertuang berbagai 

macam dan prosedur yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). 
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Desa berkewajiban mengikuti ketentuan peraturan yang ada baik peraturan 

dari pusat maupun dari daerah untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) 

termasuk didalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta 

tanggung jawab yang harus diemban dan dipatuhi oleh desa. Selain itu, faktor 

dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu faktor pendukung dan faktor 

penghambat menjadi juga menjadi salah satu dalam menentukan keberhasilan 

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods, yaitu suatu 

langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam 

penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode penelitian 

ini juga didasari beberapa pendapat seperti Creswell yakni As a method, 

mixed methods focuses on collecting, analyzing, adn mixing both 

quantitative and qualitative data in a single study or series or studies. Its 

central premise is that the use of quantitative and qualitative approaches 

in combinantion provides a better understanding of reasearch problems 

than either approach alone.33 Sebagai sebuah metode campuran atau 

mixed methods berfokus pada pengumpulan, penganalisisan, dan 

pencampuran padandata kualitatif atau kuantitatif dalm suatu penelitian 

tunggal atau lanjutan. Anggapan dasarnya adalah bahwa penggunaan 

metode kiualitatif maupun kuantitatif dalam satu penelitian dapat 

                                                           
33 Creswell John.W. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar 
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memberikan pemahaman atau jawaban dari masalah penelitian secara 

lebih baik dibandingkan dengan penggunaan salah satunya. 

Penelitian mixed method memiliki aspek penting dalam rancangan 

prosedur, Creswell mengemukakan antara lain:34 

a. Timing merupakan yang harus dipertimbangkan waktu baik 

pengumpulan data kualitatif atau kuantitatif 

b. Weighting (bobot) yaitu prioritas yang diberikan antara metode 

kualitatif dan kuantitatif 

c. Mixing, yaitu mencampur antara data kualitatif dan kuantitatif 

yang dileburkan dalam satu end of continum, dijaga 

keterpisahannya dalam end of continum lain, atau 

dikombinasikan dengan berbagai cara yang lain. 

d. Teorisasi atau perspektif-perspektif transformasi, merupakan 

yang akan menjadi landasan keseluruhan proses atau tahapoan 

penelitian. 

Penelitian mixed method memiliki beberapa strategi atau desain 

penelitian. Creswell menyebutkan ada enam strategi antara lain:35 

a. Strategis eksplanatoris sekuensial yaitu strategi yang diteraokan 

dengan pengumpulan dan analisis data secara kuantitatif pada 

tahap pertama serta diikuti oleh pengumpulan dan analisis data 

kualitatif pada tahap kedua yang dibangun berdasarkan hasil awal 

kuantitatif. Bobot/prioritas lebih diberikan kepada data kuantitatif. 

b. Strategis eksploratoris sekuensial yaitu dimana melibatkan 

pengumpulann serta analisis daya kualitatif padan tahap pertama 

serta diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada 

tahap kedua dan didasarkan pada hasil tahap pertama. Ini 

merupakan kebalikan dengan strategis eksplanatoris. 

c. Srategi transformatif sekuensial yaitu proyek dua tahap dengan 

pandangan perspektif teoritis yang turut dalam pembantuan bentuk 

prosedur-prosedur di dalamnya. Strategi ini terdiri dari tahap 

pertama (baik itu kualitatif atau kuantitatif) yang diikuti oleh tahap 

kedua (baik itu kualitatif atau kuantitatif). 

d. Strategi triangulasi konkuren, yaitu pengumpulan data secara 

kuantitatif maupun kualitatif yang dilakukan secara bersamaan 

dalam satu tahapan pada penelitian. 

                                                           
34 Ibid. Hlm 308 
35 Op Cit. Hlm 310 
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e. Strategi embedded konkuren yaitu strategi mempunyai metode 

primer dalam memandu proyek atau data dasar sekunder yang 

memainkan peran pada pendukunh dalam prosedur penelitian. 

f. Stratefif transformatif konkuren, yaitu pengumpulan data 

kuantitatif serta kualitatif secara bersamaan didasaekan pada 

perspektif pandangan teori tertentu. 

 

Tipe penelitian kuantitatif digunakan untuk mencari informasi yang 

terukur mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan 

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut masyarakat Desa Temulus. 

Sedangkan metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapat 

informasi mengenai faktor penghambat dan pendorong dalam pengelolaan 

Alokasi Dana Desa menurut Pemerintah Desa Temulus. 

1.7.2 Desain Penelitian 

Berdasarkan dengan masalah penelitian yang dikemukakann diatas, 

desain penelitian yang digunakan Sesuai dengan masalah penelitian, 

desain yang digunakan dalam melaksanakan penelitian Akuntabilitas 

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa 

Temulus yaitu strategi eksploratoris sequential. Pada desain penelitian ini, 

data yang akan dikumpulkan terlebih dahulu yaitu data kualitatif dari 

narasumber dan diikuti oleh pengumpulan data yang bersifat kuantitatif 

oleh responden kemudian dianalisis. 

Data kuantitatif berupa hasil pengukuran indikator akuntabilitas 

yang diperoleh dari pemerintah desa dan masyarakat desa Temulus. 

Sedangkan data kualitatif diperoleh berdasarkan hasil wawancara maupun 

dokumen yang ada di desa Temulus.  
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1.7.3 Situs Penelitian 

Pemilihan situs atau lokasi penelitian yang penting untuk 

mempertanggungjawabkan data yang akan diambil. Dalam penelitian ini 

lokasi penelitian ditetapkan di Desa Temulus Kecamatan Mejobo 

Kabupaten Kudus. 

Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah 

atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga 

penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya. 

1.7.4 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang akan dituju dan diteliti oleh 

peneliti. Obyek penelitian adalah objek yang akan dijadikan penelitian 

atau suatu titik dalam perhatian suatu penelitian. Adapun yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepala Desa yang merupakan pemegang kekuasaan pada 

pengelolaan keuangan desa serta mewakili Pemerintah Desa 

dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang telah dipisahkan. 

2. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa adalah unsur 

perangkat desa yang memiliki tugas membantu Kepala Desa 

dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, terdiri atas: 

a. Sekretaris Desa, sebagaimana yang dimaksud bertindak 

sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan pada 

keuangan desa. 
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b. Kepala Seksi, sebagaimana dimaksud yang bertindak 

sebagai pelaksana kegiatan program sesuai dengan 

bidangnya sendiri. 

c. Kaur Keuangan, sebagaimana yang memiliki tugas dalam 

menerima, menyimpan, menyetor maupun membayar, 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan 

pendapatan desa serta pengeluaran desa dalam rangka 

penyelenggaraan APBDes. 

3. Badan Permusyawaran Desa (BPD), yang mentapkan adanya 

peraturan desa bersama dengan Kepala Desa dan Perangkat 

Desa lainnya yang berguna untuk menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat.  

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), yang 

memiliki tugas dalam perumusan rencana pembangunan dan 

menggerakan partisipasi masyarakat dalam swadaya dan 

gotong royong masyarakat, melaksanakan dan melakukan 

pengendalian pembangunan. 

5. Masyarakat Desa 

Sedangkan objek penelitian ini juga berhubungan dengan pihak 

yang terlibat secara langsung dalam proses akuntabilitas Alokasi Dana 

Desa (ADD) Temulus untuk meningkatkan kesejahteraan.  Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban pada Desa 
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1.7.5 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi Penelitian adalah jumlah total keseluruhan dari unit yang 

akan dianalisis yang ciri-cirinya memiliki kemiripan dan kurang lebih 

sama.36 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Desa 

Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang memiliki hak 

pilih tahun 2017 sebesar 5176 jiwa. Sementara jumlah Kepala 

Keluarga di Desa Temulus Tahun 2017 sebanyak 1882 penduduk yang 

terdiri dari 1651 Kepala Keluarga laki-laki dan 231 Kepala Keluarga 

perempuan. 

2. Sampel 

Sedangkan sampel untuk peneliti ini adalah bagian dari jumlah 

total populasi yaitu jumlah Kepala Keluarga di Desa Temulus 

Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Penentuan rumus sampel 

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

(1 + 𝑁(𝑒)2)
 

   

Keterangan: 

n= 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

  𝑁 = 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑢𝑙𝑢𝑠) 

                                                           
36 Erwan Agus dan Dyah Ratih.2007. Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi 

Publik dan Masalah-Masalah Sosial.Yogyakarta:Gava Media. Hlm, 109-110. 
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𝑒 = 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛  

Dalam penelitian ini digunakan tingkat presisi ketidaktelitian 10% 

sehingga ukuran sampel dalam penelitian ini yaitu: 

𝑛 =
𝑁

(1 + 𝑁(𝑒)2)
 

𝑛 =
1882

(1 + 1882(0.01))
 

𝑛 = 94.95 

Berdasarkan rumus Slovin diatas maka sampel dalam penelitian ini 

adalah  94.95  atau dibulatkan menjadi 95 orang 

 

 

. 

1.7.6 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel ini berkaitan dengan sifat-sifat 

populasi. Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel berdasarkan 

populasi menggunakan teknik Multistage Random Sampling. Teknik 

pengambilan sampel ini dipilih karena peneliti ingin mengambil sampel 

secara bertingkat dan berdasarkan wilayah seperti beberapa RW, beberapa 

Dusun, beberapa RT dan sebagainya. Cara pengambilan yang seperti ini 

akan lebih tepat dikarenakan penelitian ini dilakukan dalam sebuah unit 
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desa. Detail dari langkah pengambilan ini diambil dari Kepala Keluarga 

dan dibagi atas RW yang ada di desa serta dijadikan penelitian kemudian 

diturunkan lagi ke tingkat RT dan dibagi rata juga sesuai dengan jumlah 

populasi yang ada dalam tingkatan RW serta RW dihitung secara 

proporsional untuk menghasilkan yang proporsional juga. 

Tabel 1.4 

Teknik Multistage Random Sampling dalam Pengambilan Sampel 

No RW L P Jumlah Sampel 

1 1 221 15 236 12 

2 2 248 28 276 14 

3 3 333 47 380 19 

4 4 260 35 295 15 

5 5 258 43 301 15 

6 6 331 63 394 20 

Jumlah  1651 231 1882 95 

Sumber: Data Kepala Keluarga Desa Temulus Tahun 2017 

Dalam menentukan jumlah sampel masing-masing RW, maka 

pengambilan sampel menggunakan teknik Stratified Proposional 

Sampling, teknik pengambilan sampel ini berguna untuk memperoleh 

sampel yang mempunyai karakteristik dalam populasi. Untuk 

mendapatkan sampel dengan teknik Startified Proposional Sampling 

digunakan dengan cara sebagai berikut : 

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 1 =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 1

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 1
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

 

1.7.7 Jenis dan Sumber Data 
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Dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu 

data primer dan data sekunder. 

Data Primer, Data ini bersumber dan berasal dari responden 

secara langsung. Berdasarkan prakteknya diperoleh melalui wawancara 

dan kuesioner yang disebar oleh peneliti. Selain itu dilakukan pengamatan 

secara langsung pada kondisi dan situasi di lokasi penelitian. Penelitian 

yang menjadi sumber data utama adalah berbagai fakta dan informasi yang 

diungkapkan oleh informan berkaitan dengan pertanyaan mengenai 

akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di 

desa Temulus. 

Data Sekunder, merupakan data tambahan untuk menunjang 

berupa informasi sebagai bahana pelengkap data primer. Data tambahan 

atau data sekunder yang dimaksud adalah dokumen-dokumen atau arsip 

yang didapatkan dari berbagai sumber, serta foto pendukung yang sudah 

tersedia maupun hasil dari penelitian ini dan data yang terkait pada bidang 

penelitian ini. 

Dalam data Sekunder untuk memperoleh sumber data sekunder 

peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yang berguna 

pada penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, arsip, 

dokumen resmi, program-program kegiatan dan foto kegiatan yang ada 

hubungannya dengan pengelolaan keuangan desa dalam kaitannya 

menjalankan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dapat dilakukan dengan 

mencari dan mengumpulkan data melalui informan atau responden. 
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1.7.8 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data beserta informasi pada penelitian ini 

digunakan beberapa teknik pengumpulan. Terdapat empat langkah yang 

harus dilakukan untuk menggunakan teknik pengumpulan data menurut 

Creswell antara lain:37 mengidentifikasi lokasi atau tempat dimana 

penelitian akan dilakukan, menentukan aktor yang akan diwawancarai, 

kegiatan apa yang dikerjakan oleh aktor tersebut, serta proses yang ada 

pada tahapan kegiatan tersebut. Oleh karena itu dilakukan tahapan antara 

lain: 

1. Kuesioner 

Merupakan sebuah metode dalam pengambilan data yang 

menggunakan beberapa pertanyaan tertulis yang digunakan dalam 

memperoleh sejumlah informasi yang berasal dari responden dalam 

artian laporan mengenai pribadi, atau hal-hal yang ia ketahui. Metode 

angket yang digunakan berguna dalam memperoleh data dan menggali 

data tentang sesuatu yang berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah 

desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

2. Wawancara Mendalam  

Wawancara mendalam adalah percakapan yang ditujukan pada 

suatu persoalan terentu. Hal ini merupakan proses yang berkaitan tanya 

jawan lisan dimana lebih dari dua orang yang dapat berhadap-hadapan 

secara langsung atau fisik. Dengan menggunakan wawancara 

                                                           
37 Creswell John.W. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
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mendalam ini digunakan untuk mendapat keterangan-keterangan 

secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Wawancara 

mendalam ini dengan percakapan secara langsung, bertatap muka 

dengan informan yang diwawancarai. Dengan menggunakan metode 

wawancara mendalam ini diharapkan akan memperoleh data primer 

yang berkaitan dengan penelitian ini dan mendapat gambaran yang 

lebih jelas guna mempermudah dan menganalisis data selanjutnya. 

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pedoman wawancara. 

Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat 

terarah, tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan 

pertanyaan, serta suasana tetap terjaga agar kesan dialogis informan 

nampak. 

Wawancara mendalam dilakukan pada perangkat desa yang 

berjumlah 5 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur 

Keuangan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, serta Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Model yang digunakan peneliti 

dalam wawancara untuk mengungkapkan data yakni dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber-

narasumber bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Temulus. 

 

3. Dokumentasi 
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Dokumentasi menurut Sugiyono, yaitu catatan peristiwa yang 

sudah berlaku atau telah dilakukan. Dokumen yang telah digunakan 

peneliti berisi kumpulan foto, gambar, serta data-data untuk 

memperkuat hasil penelitian agar lebih mudah untuk dipahami. Selain 

itu, dokumen dapat diperoleh dari penelitian sebelumnya agar hasil 

penelitian lebih akurat.38 

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi akan digunakan untuk 

mengumpulkan suatu data dalam kaitannya dengan aspek kajian yang 

telah dirumuskan yakni berupa dokumen dari Alokasi Dana Desa 

berupa jumlah, pengajuan pencairan serta realisasi capaian output 

Alokasi Dana Desa (ADD). 

4. Studi Pustaka 

Dalam teknik studi pustaka ini merupakan suatau penelaahan data 

terhadap referensi yang berhubungan dengan faktor-faktor 

permasalahan penelitian. Dokumen yang dimaksud tersebut adalah 

buku, artikel, skripsi, jurnal melalui internet, foto-foto yang digunakan 

untuk mengambil gambar informan dan melakukan wawancara 

 

1.7.9 Skala dan Pengukuran Data 

                                                           
38 Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala Likert yang 

mengukur opini atau persepsi dari responden berdasarkan tingkat 

persetujuan atau ketidaksetujuan.39 

Setiap item amasing-masing dari variabel dijadikan dasar dalam 

pembuatan kuesioner dimana jawaban diberi skor sebagai berikut: 

Jawaban A = diberi skor 5 

Jawaban B = diberi skor 4 

Jawaban C = diberi skor 3 

Jawaban D = diberi skor 2 

Jawaban E = diberi skor 1 

Dalam teknik penentuan skor dilakukan peneliti dalam rangka 

memudahkan dalam pemasukan data atau informasi yang berasal dari 

responden yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Pemberian skor 

bertujuan mempermudah peneliti dalam mengolah data hasil dari 

penelitian. 

  

1.7.10 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penentuan suatu kontruksi atau konsep 

yang menjadikan variabel-variabel yang dapat diukur. Definisi operasional 

menjelaskan dengan cara tertentu agar dapat dipergunakan oleh peneliti 

dalam pengoperasionalan kontruk atau konsep sehingga peneliti memiliki 

                                                           
39 Erwan Agus dan Dyah Ratih.2007. Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik 

dan Masalah-Masalah Sosial.Yogyakarta:Gava Media. Hlm, 109-110. 
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kemungkinan dalam pengulangan pengukuran data dengan cara yang sama 

atau dapat mengembangkan pengukuran konstruk atau konsep yang lebih 

baik.40 

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai pemahaman 

terhadap konsep–konsep yang akan di bahas dalam penelitian ini, maka 

perlu dirumuskan mengenai definisi operasional dari konsep yang 

dimaksudkan, yaitu: 

1. Akuntabilitas Pemerintah Desa yaitu bagaimana keterlibatan dan 

kepatuhan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan 

yang ada didesa tersebut. Selain berperan dalam menjalankan roda 

pemerintahan pemerintah desa juga memiliki peran dalam pengelolaan 

alokasi dana desa yang cukup besar.  

2. Pengelolaan Keuangan Desa, dalam hal ini dilakukan pengelolaan 

dalam proses kegiatan yang meliputi dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 

3. Pemerintahan yang Baik atau biasa disebut dengan Good Governance 

lebih berfokus pada suatu tata kelola penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik dan secara efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi 

keinginan atau kehendak rakyat bersama sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku serta menghindari kepentingan pribadi yang akan merugikan 

masyarakat luas. 

                                                           
40 Azwar, Saifuddin. 2010. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
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Dalam penelitian yang akan dilaksanakan peneliti yaitu mengenai 

Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan berasal dari 

Elwood dimensi tersebut akan dijabarkan menjadi beberapa indikator 

dalam suuatu keberhasilan akuntabilitas sebagai berikut:  

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 

a. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. 

b. Penghindaran pada praktek korupsi kolusi 

c. Penghindaran penyalahgunaan kekuasaan. 

2. Akuntabilitas Proses 

a. Adanya suatu kepatuhan terhadap prosedur atau tahapan. 

b. Adanya pelayanan publik yang bersifat responsif. 

c. Adanya pelayanan publik yang cermat. 

d. Adanya pelayanan publik dengan biaya yang muraah. 

3. Akuntabilitas Program 

a. Membuat alternatif program yang memberikan hasil optimal dan 

maksimal. 

b. Mempertanggungjawabkan tentang program yang dibuat. 

c. Tujuan yang ditetapkan harus sesuai dan tercapai.  

4. Akuntabilitas Kebijakan 

a. Mempertanggungjawabkan mengenai kebijakan yang diambil. 

b. Adanya transparansi tentang kebijakan yang diambil. 
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c. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan anggaran. 

Sedangkan indikator dalam penilaian akuntabilitas program 

pengelolaan Alokasi Dana  Desa (ADD) sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

a. Adanya laporan tentang rincian dana serta kegiatan penggunaan 

ADD kepada masyarakat. 

b. TPK turut hadir dalam rapat rencana penggunaan ADD 

c. Masyarakat turut serta dalam rapat rencana penggunaan ADD 

untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. 

2. Pelaksanaan 

a. Adanya interaksi dan keterlibatan antara tim pelaksana (TPK) 

dalam penggunaan ADD oleh masyarakat desa. 

b. Adanya keterbukaan dalam proses pelaksanaan ADD. 

c. Adanya informasi tentang laporan berkala penggunaan Alokasi 

Dana Desa (ADD). 

3. Pengawasan  

a. Adanya pengawasan dari TPK terhadap penggunaan ADD 

b. Kepercayaan masyarakat meningkat terhadap pengelolaan ADD 

c. Adanya pengawasan oleh lembaga desa lainnya. 

4. Pertanggungjawaban 

a. Adanya laporan secara berkala oleh TPK mengenai penerimaan 

ADD maupun realisasi dalam pembayaran belanja ADD. 
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b. Adanya laporan akhir oleh TPK mengenai bagaimana 

perkembangan pelaksanaan, masalah yang telah dihadapi serta 

rekomendasi solusi atau penyelesaian masalah hasil akhir 

penggunaan ADD 

c. Adanya keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan ADD. 

 

1.7.11 Analisis dan Interpretasi Data 

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan suatu proses dalam 

mencari maupun menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta studi dokumentasi 

dengan mengotanasikan data ke dalam sintesis, menyusun ke dalam pola, 

memilih prioritas mana yang penting dan mana yang akan dipelajari serta 

membuat suatu kesimpulan sehingga akan mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun oleh orang lain.41 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyelesaikan melalui 

beberapa tahapan dan proses pengolahan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Pertama peneliti akan mengadakan penelitian dengan proses 

penyebaran angket kepada responden yaitu masyarakat di Desa 

Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Setelah data 

terkumpul peneliti mengelompokan berdasarkan kelompok daftar 

pertanyaan yang ada di angket. Kemudian dilakukan editing 

(penyuntingan) agar terhindar dari kesalahan Setelah itu dilakukan 

                                                           
41 ibid 
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koding (penandaan) serta entry data sesuai dengan keperluan dan 

tujuan penelitian sehingga mempermudah untuk analisis sehingga 

dapat diambil suatu kesimpulan. Dengan cara menghitung persentase 

jawaban responden dalam bentuk Tabel tunggal. 

2. Kedua, penulis mengumpulkan data dengan cara mewawancarai 

mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) informan yang telah 

ditentukan, kemudian dilakukan analisis hasil wawancara. 

3. Kemudian dilakukan interpretasi hasil analisis baik angket maupun 

hasil wawancara sehingga dapat mengtahui akuntabilitas pemerintah 

desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Temulus.  

4. Data yang telah dikumpulkan agar mudah dalam penganalisisan data 

dan disimpulkan maka penulis menggunakan analisis deskriptif. 

5. Proses analisis data yang menggunakan suatu pola berfikit induktif 

yaitu proses pengolahan data dari hal khusus yang diperoleh dari 

responden kemudian ditarik kesimpulan secara umum.. 

Sedangkan Interpretasi data atau pelaksanaan teknik pemeriksaan 

keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada kriterium tertentu. 

Menurut Lexy J. Moleong, untuk menetapkan keabsahan data diperlukan 

teknik pemeriksaan yang didasarakan pada sejumlah kriteria. Ada empat 

kriteria yang digunakan, yaitu kredibilitas (derajat kredibilitas), 
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keteralihan (tranferbility), kebergantungan (dependenbility), kepastian 

(conformability).42 

 

1.7.12 Kualitas Data 

Kualitas data penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

pemanfaatan sesuatu lain diluar yang digunakan untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding terhadap hal tersebut. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan dua jenis dalam triangulasi yaitu triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik. 

Triangulasi Sumber, yaitu digunakan sebagai penguji kredibilitas 

data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Triangulasi sumber digunakan oleh peneliti untuk 

mengecek data yang berasal dari masyarakat Desa Temulus beserta aparat 

pemerintah desa dan jajarannya. Sedangkan triangulasi teknik merupakan 

penguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. 

Triangulasi teknik ini digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan 

hasil angket dan wawancara yang kemudian dicek dengan hasil observasi 

dan dokumentasi. Dari ketiga teknik tersebut tentunya akan menghasilkan 

                                                           
42 Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya 

Offset, Bandung 
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sebuah kesimpulan terkait akuntabilitas pemerintah desa dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 


